
SALINAN 

BUPATI TANAH DATAR 
PROVINSI SUMA.TERA BARAT 

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 48 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2017 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANAH DATAR, 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pengelolaan Belanja Tidak Terduga, disesuaikan dengan 
perkembangan keadaan dan kebutuhan sehingga perlu 
dilakukan perubahan untuk kedua kalinya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan 
Belanja Tidak Terduga, 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 25); 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan .f1/ 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4828); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4829); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 
Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 
Nomor 3); 

9. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah 
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 11) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah 
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 Nomor 21); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG 
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA. 

Pasal I .(4.. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Tanah 
Datar Tahun 2017 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 
12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita 
Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 Nomor 21), diubah sebagai 
berikut: 

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 13 

Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana 
atau kejadian luar biasa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Perangkat Daerah terkait mengajukan RKB tanggap darurat atau 
kejadian luar biasa kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah pada 
masa tanggap darurat dengan melampirkan Surat Pernyataan dan 
Keputusan Bupati tentang penetapan tanggap darurat atau kejadian luar 
biasa; 

b. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan dana tanggap 
darurat kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi 
penanggulangan bencana paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah 
masa tanggap darurat berakhir; 

c. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan dana kejadian luar 
biasa kepada Kepala Perangkat Daerah terkait paling lama 10 (sepuluh) 
hari kerja setelah kejadian luar biasa berakhir; 

d. Pencairan dana tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa 
dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang (TU) dan ditransfer ke 
rekening Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah teknis terkait. 

2. Ketentuan Pasal 18 ditambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (7) dan ayat (8) 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 18 

(1) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa 
dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran 
Perangkat Daerah teknis terkait. 

(2) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan 
bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan 
belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada PPKD 
dan Bupati. 

Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana 
disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi 
penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-
bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan 
tanggung jawab belanja. 

(3) 

(4) Format .,J. 



(4) Format sura, pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala 
Perangkat Daerah sehubungan dengan tidak tersedianya bukti 
pengeluaran yang lengkap dan sah. 

(6) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), paling la.rna 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya 
pelaksanaan kegiatan :yang bersangkutan. 

Dalam hal pencalran dana dilakrukan setelah masa tanggap darurat dan 
kejadian luar biasa bera.khir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
huruf b dan huruf c, penyampaian laporan pertanggungjawaban 
sebagaimana dimal:u ada ayat (2), paling lama 10 (sepuluh) hari 
kerja sejak pencairan da.na.. 

(8) Dana tanggap damrat bencana dan kejadian luar biasa hanya dapat 
digunakan untuk k-egiatan pada masa tanggap darurat bencana dan 
kejadian luar biasa. 
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(5) 

(7) 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah 
Datar. 

Ditetapkan di Batusangkar 
pada tanggal 31 Desember 2019 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

IRDINANSYAH TARMIZI 

Diundangkan di Batusangkar 
pada tanggal 31 Desernber 2019 

SEKRE'rAR.IS DAERAH 
KABUPATEN TANAH I3ATAR, 

ttd. 

1RWANDI 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2019 NOMOR 48 

Salinan sesuai dengan aslinya 
BAGIAN HUKUM 

KAB TANAh DATAR, 

I( 
\\.* 
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